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Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra PD Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari

RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan

Renja PD Kabupaten Cilacap.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1. Renstra Sekretariat Daerah;

2. Renstra Sekretariat DPRD;

3. Renstra Inspektorat;

4. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Renstra Dinas Kesehatan;

6. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

8. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

9. Renstra Dinas Sosial;

10. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Renstra Dinas Perhubungan;

12. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;

14. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

15.Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

16. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

17. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

18. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

19. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

20. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Renstra Dinas Pertanian;

22. Renstra Dinas Pangan dan Perkebunarn;

23. Renstra Dinas Perikanan;

24. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;

25. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

26. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah;
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27.Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

30. Renstra Kecamatan Adipala;

31. Renstra Kecamatan Bantarsari;

32. Renstra Kecamatan Binangun;

33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;

34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;

35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37.Renstra Kecamatan Cipari;

38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;

41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42, Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44, Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;

46. Renstra Kecamatan Kroya;

47. Renstra Kecamatan Majenang;

48. Renstra Kecamatan Maos;

49, Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan,;

51. Renstra Kecamatan Sampang;

52. Renstra Kecamatan Sidareja;

53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VIl KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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(2)

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
sistematika, isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI,
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, dan
LIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perangkat
Daerah Tahun 2023-2026.

(1

2)

(1)
@)

3)

(4)

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
Kepala Perangkat Dacrah bertanggung jawab atas pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-
2026.
Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 6

Renstra PD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan

apabila RPD Tahun 2023-2026 mengalami perubahan.

RPD dapat dilakukan perubahan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi
eksisting;

b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;

c. terjadi perubahan yang mendasar;

d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan

politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan,

kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah,
perubahan kebijakan nasional dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

pedoman perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026.
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Pasal 7
(1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap
tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
(2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal ! HAR 2022

BUPAT} CILACAP,

TATTO S RO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tangga

175 WAR 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 3 7
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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;

b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis
pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan
berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran
melalui Perangkat Daerah;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-
2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat
Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tehun 2023-2026;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf 4, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
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11.
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Proses  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-
Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-
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20.
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22,

23.

24.

25.

26.
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28.

Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9
Tehun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 180);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 111);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L
2.

w

10.

i1

12.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan = Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat RPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-
2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah hasil perercanaan tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang
wilayah nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam struktur
dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
{outcome) suatu program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang undangarn.




